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Abstrak: Kebijakan pada limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap industri fast fashion yang dikaitkan dengan 

instrumen hukum lingkungan internasional seperti Konvensi Basel 1989, Konvensi Stockholm 2001, UNCLOS 1982, 

dan UNFCCC 1992 yang menekankan prinsip kehati-hatian dan pencegahan, serta pembangunan berkelanjutan dalam 

pengelolaan limbah B3 yang mengharuskan industri fast fashion mematuhi standar lingkungan internasional melalui 

instrumen hukum lingkungan internasional. Namun dalam kenyataannya, praktik produksi cepat dan massal dalam 

industri fast fashion justru masih menghasilkan limbah berbahaya sehingga menimbulkan pencemaran lintas batas dan 

ketidakadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis 

prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam instrumen hukum lingkungan internasional dengan pendekatan doktrinal, 

seperti menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait instrumen hukum lingkungan internasional. 

Instrumen yang relevan meliputi Deklarasi Stockholm 1972, Konvensi Basel 1989, Konvensi Stockholm 2001 tentang 

POPs, UNCLOS 1982, hingga UNFCCC 1992 serta regulasi regional seperti REACH Uni Eropa 2007. Instrumen-

instrumen tersebut menekankan prinsip kehati-hatian, prinsip pencegahan, serta pembangunan berkelanjutan dalam 

mengendalikan pencemaran dari bahan kimia berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri fast fashion 

menghasilkan sampah pakaian yang diproduksi dan pada akhirnya menjadi limbah yang sulit terurai di tempat 

pembuangan. yang secara nyata menimbulkan pencemaran air (melalui bahan kimia persisten seperti PFOA/PFOS dan 

pelepasan mikroplastik dari polyester), pencemaran udara (melalui emisi CO2 dan toksin dari pembakaran limbah 

tekstil) , dan pencemaran tanah (melalui air lindi/leachate beracun dari TPA). Praktik-praktik ini bertentangan dengan 

prinsip-prinsip fundamental hukum lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian (precautionary principle) prinsip 

pencegahan (prevention principle), dan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Industri Fast Fashion, Limbah B3, Hukum Lingkungan Internasional. 

 

Abstract: Policies on hazardous and toxic waste in the fast fashion industry are linked to international environmental 

legal instruments such as the 1989 Basel Convention, the 2001 Stockholm Convention, UNCLOS 1982, and UNFCCC 

1992, which emphasize the principles of precaution and prevention, as well as sustainable development in the 

management of hazardous waste, requiring the fast fashion industry to comply with international environmental 

standards through international environmental legal instruments. However, in reality, the practice of rapid and mass 

production in the fast fashion industry still produces hazardous waste, causing transboundary pollution and 

environmental injustice. This study uses a normative method with a literature review to analyze the relevant legal 

principles in international environmental law instruments with a doctrinal approach, such as examining primary, 

secondary, and tertiary legal materials related to international environmental law instruments. Relevant instruments 

include the 1972 Stockholm Declaration, the 1989 Basel Convention, the 2001 Stockholm Convention on POPs, 

UNCLOS 1982, and UNFCCC 1992, as well as regional regulations such as the 2007 EU REACH. These instruments 

emphasize the precautionary principle, the prevention principle, and sustainable development in controlling pollution 

from hazardous chemicals. Research shows that the fast fashion industry produces clothing waste that ultimately 

becomes difficult to decompose in landfills. This clearly causes water pollution (through persistent chemicals such as 

PFOA/PFOS and the release of microplastics from polyester), air pollution (through CO2 emissions and toxins from the 

burning of textile waste), and soil pollution (through toxic leachate from landfills). These practices contradict 

fundamental principles of environmental law, such as the precautionary principle, the prevention principle, and the 

principle of sustainable development. 
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PENDAHULUAN 

Isu lingkungan terus menjadi perhatian global seiring meningkatnya pencemaran yang 

disebabkan berbagai aktivitas manusia, termasuk dari produksi pakaian yang merupakan kebutuhan 

primer. Salah satu sumber pencemaran tersebut berasal dari industri fast fashion yang menghasilkan 

limbah berbahaya dan beracun (B3) akibat sistem produksi cepat dan masif. Fast fashion merupakan 

model bisnis yang menekankan kecepatan dan efisiensi dalam memproduksi pakaian dalam jumlah 

besar dengan harga terjangkau. Model ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan 

konsumen akan tren mode yang selalu berubah. Penggunaan bahan baku murah seperti poliester atau 

serat sintetis berbasis plastik menyebabkan pakaian fast fashion memiliki kualitas rendah dan masa 

pakai yang pendek. Hal tersebut pada akhirnya meningkatkan timbunan sampah tekstil yang tidak 

terurai dan menghasilkan limbah dalam jumlah besar. 

Tren mode yang terus berubah dengan sangat cepat mendorong industri fast fashion 

memperbarui koleksi dalam hitungan minggu bahkan hari. Perusahaan mampu meniru tren terbaru 

menggunakan teknologi desain digital dan rantai pasok yang efisien, sehingga pakaian baru dapat 

dipasarkan dalam waktu singkat. Pola produksi ini menciptakan siklus konsumsi tidak berkelanjutan 

yang mempercepat akumulasi limbah tekstil global. Limbah tersebut berasal dari pakaian yang tidak 

terjual dan pakaian bekas pakai yang sudah tidak layak digunakan. Karena jumlah produksinya besar, 

banyak perusahaan tidak dapat menerapkan daur ulang dan akhirnya membuang sisa pakaian 

tersebut. Akibatnya, industri fast fashion menjadi salah satu penyumbang terbesar volume limbah 

tekstil dunia. 

Data estimasi global menunjukkan peningkatan volume limbah fast fashion dari 92 juta ton 

pada tahun 2022 menjadi 113 juta ton pada tahun 2026, meningkat rata-rata 5,25 juta ton per tahun. 

Peningkatan ini terkait langsung dengan model produksi cepat dan masa pakai pakaian yang semakin 

pendek. Ketika pakaian sintetis kualitas rendah dibuang, bahan tersebut sulit terurai secara alami dan 

berpotensi mencemari lingkungan. Bahan sintetis seperti poliester dan nilon bahkan dapat 

membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Selain sulit terurai, proses produksi tekstil banyak 

menggunakan bahan kimia berbahaya seperti formaldehida, NPEs, PFAS, PFOA, dan PFOS, yang 

dikategorikan sebagai bahan kimia terlarang atau dibatasi dalam Konvensi Basel 1989 dan Konvensi 

Stockholm 2001. 

Konvensi Stockholm dan Konvensi Basel merupakan instrumen penting hukum lingkungan 

internasional yang menangani masalah pencemaran bahan kimia berbahaya. Konvensi Stockholm 

bertujuan menghilangkan atau mengurangi pelepasan polutan organik persisten (POPs), termasuk 

bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri tekstil fast fashion. Sementara itu, Konvensi 

Basel mengatur pengendalian perpindahan lintas batas limbah B3 dan memberikan definisi limbah 

berbahaya berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Limbah tekstil fast fashion sering memenuhi 

karakteristik sebagai limbah berbahaya karena mengandung zat kimia yang bersifat racun, persisten, 

dan berpotensi mencemari lingkungan. 

Masalah yang muncul dari industri fast fashion tidak hanya berasal dari volume produksinya 

yang besar, tetapi juga penggunaan bahan kimia dalam proses pewarnaan dan pelapisan kain yang 

berpotensi mencemari air, tanah, dan udara. Limbah ini dapat dilepas ke sungai, laut, maupun 

atmosfer melalui pembuangan dan pembakaran pakaian. Selain itu, serat mikroplastik dari pakaian 

sintetis terbukti mencemari ekosistem laut dan memperburuk polusi plastik global. Banyak 

perusahaan fast fashion seperti Shein dan Zara masih berkontribusi besar terhadap pencemaran ini. 

Walaupun beberapa wilayah seperti Uni Eropa telah menerapkan regulasi ketat melalui sistem 

REACH, tidak semua negara memiliki pengaturan serupa. Hal ini menyebabkan arus masuk pakaian 

bekas dan limbah tekstil ke negara-negara berkembang yang tidak memiliki fasilitas pengelolaan 

limbah memadai. Ketimpangan ini memperparah ketidakadilan lingkungan dan menunjukkan 

perlunya pengaturan internasional yang lebih kuat terkait limbah fast fashion. 
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Hingga saat ini, hukum internasional belum secara efektif mengatur limbah fast fashion secara 

khusus. Ketidakmampuan instrumen hukum yang ada terlihat dari terus berlangsungnya praktik 

pembuangan dan produksi limbah oleh industri tersebut. Padahal, prinsip-prinsip hukum lingkungan 

seperti prinsip kehati-hatian, prinsip pencegahan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menegaskan kewajiban negara melindungi lingkungan dari dampak aktivitas industri. Instrumen 

seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 juga menegaskan tanggung jawab 

manusia menjaga lingkungan untuk generasi kini dan mendatang. Jika praktik industri fast fashion 

terus berlangsung tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang memadai, dampaknya dapat 

mengancam keberlanjutan lingkungan global. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut juga penelitian doktrinal, dimana 

hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas. 

 

PEMBAHASAN 

Implikasi Limbah B3 dalam Industri Fast Fashion dikaitkan dengan Hukum Lingkungan 

Internasional 

Model bisnis Fast Fashion atau mode cepat dalam sebuah industri pakaian yang mengutamakan 

kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam memproduksi serta mendistribusikan barang dalam 

jumlah besar dan dalam waktu yang sangat singkat muncul akibat permintaan komsumen sehingga 

mengakibatkan perusahaan memanfaatkan sistem rantai pasokan global untuk memenuhi target 

penjualan dan menuai keuntungan maksimal. 

Produksi tekstil dimulai dengan produksi serat mentah. Berdasarkan sifatnya yang berbeda, 

serat tekstil dikategorikan menjadi serat alami (seperti kapas dan wol) dan serat buatan manusia (atau 

yang disebut serat sintetis) yang terutama diproduksi dari bahan berbasis kimia seperti petrokimia. 

Laporan Greenpeace Research Laboratories (2013) berjudul “A Little Story About the 

Monsters in Your Closet” menemukan bahwa berbagai produk pakaian dari merek ternama yang 

dijual di 25 negara mengandung sejumlah bahan kimia berbahaya yang tersisa dari proses 

produksinya. Zat yang paling sering ditemukan adalah Nonylphenol Ethoxylates (NPEs) yang 

terdapat pada 61% sampel pakaian, dengan kadar mencapai 17.000 mg/kg. NPEs dikenal dapat 

terurai menjadi nonylphenol, zat pengganggu hormon yang beracun bagi organisme air, dan 

dilepaskan ke lingkungan saat pakaian dicuci. Selain itu, phthalates ditemukan pada 33 dari 35 

artikel dengan kadar tinggi hingga 110.000 mg/kg, terutama pada bagian kain yang dicetak dengan 

tinta plastisol. Juga ditemukan Organotin compounds seperti monobutyltin (MBT), dibutyltin (DBT), 

monooctyltin (MOT), dan dioctyltin (DOT). Jenis bahan kimia lain yang ditemukan adalah Per- and 

Polyfluorinated Chemicals (PFCs), Senyawa seperti perfluorooctanoic acid (PFOA) dan 

perfluorooctane sulfonate (PFOS), dan Nonylphenol Ethoxylates (NPE). 

Zat-zat yang menjadi perhatian tidak hanya dilepaskan ke lingkungan selama produksi tekstil, 

tetapi juga dapat tetap berada pada kain, menyebabkan potensi efek merugikan selama penggunaan 

bahkan ketika menjadi sampah. Saat pakaian dicuci, bahan kimia yang tetap ada pada pakaian dari 

proses produksi dapat dilepaskan ke air limbah atau terbawa pada mikrofiber yang rontok dan 

akhirnya masuk ke lingkungan. Dampak ini diperkuat karena mikrofiber dapat mengakumulasi 

konsentrasi tinggi zat yang menjadi perhatian di permukaannya, dan dapat dikonsumsi oleh 
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organisme laut. Zat-zat ini diklasifikasikan sebagai PFC 'persisten, bioakumulatif, toksik', dan 

menjadi perhatian ketika dilepaskan ke lingkungan. 

Data limbah pakaian per Tahun secara Global menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah setiap 

tahunnya sebuah data yang dikutip oleh PBB menyatakan bahwa limbah ini setara dengan satu truk 

sampah penuh pakaian dibakar atau dibuang ke TPA setiap detiknya, proyeksi peningkatan pada tren 

fashion yang berlanjut diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 134 juta ton per tahun pada 

tahun 2030. Kecilnya presentase pakaian yang didaur ulang hal ini menjadi betapa besarnya 

gambaran limbah, 85% menjadi limbah secara global sampah ini termasuk sampah tekstil yang 

dibuang ke tempat pembuangan sampah dan dibakar setiap tahunnya, kurang dari 1% material yang 

digunakan untuk memproduksi pakaian didaur ulang menjadi pakaian baru (daur ulang closed loop). 

Di Indonesia, masalah ini sangat nyata terkait dengan impor pakaian bekas ilegal yang 

sebagian besar isinya tidak layak jual. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen 

Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) memperkirakan bahwa sekitar 30% hingga 40% dari 

isi setiap bal pakaian bekas impor adalah sampah yang tidak layak pakai yanng dimana permasalahan 

ini juga dialami oleh negara-negara di Afrika (seperti Ghana dan Kenya) dan Amerika Selatan 

(Chili). 

Residu kimia oleh produk tekstil melibatkan penggunaan banyak bahan kimia yang dapat 

memiliki efek berbahaya bagi lingkungan seperti: 

1. Pencemaran air.  

Kualitas air di Ghana semakin menurun Konsentrasi Ekstrem di Laguna Korle: Sebuah studi 

citizen science yang dipublikasikan di bioRxiv mengambil sampel air dari Laguna Korle di Accra, 

yang bersebelahan langsung dengan pasar Kantamanto. Dampak Langsung berakibatkan Limbah ini 

menyumbat Sungai Odaw dan Laguna Korle, melepaskan triliunan partikel mikroplastik dan zat 

kimia langsung ke badan air dan akhirnya ke laut. Warga lokal melaporkan air sungai yang 

sebelumnya bisa diminum kini "berwarna hitam dan berbau." 

2. Pencemaran udara 

Menurut Ellen MacArthur Foundation, setiap 1 ton limbah tekstil yang dibakar menghasilkan 

sekitar 1,36 ton CO₂e (karbon dioksida ekuivalen). Limbah berbahan sintetis (poliester, nilon, 

akrilik) lebih tinggi emisinya karena berasal dari bahan bakar fosil. Pembakaran limbah di Chili ini 

bertempat di ruang terbuka berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tumpukan 

pakaian sering dibakar baik secara sengaja maupun tidak (terbakar oleh alam), Dampak Pembakaran 

tekstil (terutama polyester dan kain yang diolah secara kimia) yaitu lepasnya koktail beracun ke 

atmosfer, termasuk dioksin, furan, ftalat, dan karbon hitam (jelaga) yang menghasilkan polutan udara 

beracun ini tidak berhenti di perbatasan Chile. 

3. Pencemaran tanah 

Limbah yang dihasilkan dari endapan kain ini juga menjadi air lindi yang bewarna dan 

mempunyai bau yang menyengat. Lindi sulit diolah dan dalam banyak kasus tidak diolah dengan 

memadai bahkan tidak diolah sama sekali sebelum dilepaskan ke lingkungan, hal ini bisa mencemari 

air tanah dan air permukaan, serta tanah. karena seringkali mengandung padatan tersuspensi dan 

nitrogen amoniakal yang berpotensi beracun, baik bagi organisme akuatik maupun tanah 

Penerapan Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional terhadap Limbah pada Industri 

Fast Fashion 

Penerapan hukum lingkungan internasional memegang peran penting dalam memastikan 

bahwa aktivitas industri, termasuk fast fashion, berjalan 94 sesuai dengan standar perlindungan 

lingkungan global. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Konvensi Basel yang mewajibkan negara 

memastikan limbah berbahaya dikelola secara environmentally sound management, sedangkan 

limbah fast fashion kerap dibuang ke TPA terbuka atau dibakar tanpa standar pengendalian. Pasal 3 

ayat 1 (a) Konvensi Stockholm (POPs), mewajibkan setiap pihak untuk melarang dan/atau 
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mengambil langkah-langkah hukum dan administratif yang diperlukan untuk menghilangkan 

produksi dan penggunaan bahan kimia namun pada umumnya zat kimia ini terfragmentasi pada 

limbah fast fashion, dan Pasal 192 UNCLOS secara tegas mewajibkan setiap negara untuk 

melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk mencegah sumber pencemaran yang berasal 

dari daratan namun praktik pembuangan limbah tekstil di Ghana yang sebagian berakhir di sungai 

dan bermuara ke Teluk Guinea serta tumpukan limbah pakaian di Gurun Atacama di Chile yang 

terbawa angin dan air menuju pesisir Pasifik. 

Dari sudut pandang hukum lingkungan internasional, permasalahan limbah akibat sampah fast 

fashion mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip pencegahan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip 

keberlanjutan. Prinsip pencegahan menuntut agar potensi pencemaran dihindari sebelum terjadi, 

termasuk dengan membatasi penggunaan bahan kimia berbahaya sejak tahap produksi tekstil. 

Namun, industri fast fashion cenderung mengabaikan kewajiban ini dengan terus menggunakan zat 

yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan tanpa pengendalian yang memadai. Prinsip kehati-

hatian pun diabaikan ketika bahan kimia yang belum sepenuhnya diuji dampaknya tetap digunakan 

secara masif, padahal memiliki potensi menjadi polutan persisten yang dilarang oleh Konvensi 

Stockholm, dan prinsip keberlanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan 

pelestarian lingkungan, yang dalam konteks fast fashion jelas tidak terpenuhi karena siklus produksi 

dan konsumsi yang cepat menghasilkan limbah besar dan residu kimia berbahaya. 

Kekosongan hukum dalam pengaturan industri fast fashion terlihat dari belum adanya hukum 

lingkungan internasional yang secara spesifik mengatur kecepatan produksi pakaian yang semakin 

meningkat tanpa memperhatikan kapasitas pengelolaan limbah dan daya dukung lingkungan. 

Meskipun Konvensi Stockholm telah mengatur penghapusan dan pembatasan penggunaan bahan 

kimia berbahaya yang bersifat Persistent Organic Pollutants (POPs), konvensi ini belum secara 

eksplisit menjangkau skala dan kecepatan produksi pakaian yang menjadi sumber timbulan limbah 

baru. Di sisi lain, Konvensi Basel hanya memberikan pedoman mengenai pengelolaan lintas batas 

limbah berbahaya dan pengendalian limbah B3, namun belum mengatur secara tegas klasifikasi 

limbah tekstil yang mengandung bahan kimia berisiko tinggi.  

Kekosongan hukum dalam pengaturan industri fast fashion memiliki implikasi langsung 

terhadap penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability principle) dalam hukum lingkungan 

internasional. Prinsip keberlanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 

keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, namun kondisi ini sulit dicapai ketika tidak ada 

regulasi yang membatasi kecepatan produksi dan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam tekstil. 

Ketidakhadiran norma yang mengatur secara tegas mengenai batasan jumlah produksi dan bahan 

tidak terurai dari zat-zat kimia yang menjadi proses dalam pembuatannya, klasifikasi limbah tekstil 

berbahaya, serta mekanisme pengawasan residu kimia menunjukkan lemahnya instrumen hukum 

dalam menjamin keberlanjutan sektor fashion. 

Oleh karena itu, penegasan prinsip keberlanjutan ke dalam kerangka hukum yang lebih konkret 

diperlukan untuk menutup kekosongan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan limbah kimia 

serta bahan tekstil berjalan sejalan dengan komitmen perlindungan lingkungan jangka panjang. 

  

KESIMPULAN 

1. Implikasi limbah dalam industri fast fashion terhadap lingkungan global, khususnya dalam 

konteks hukum lingkungan internasional, industri fast fashion terbukti menimbulkan dampak 

serius terhadap lingkungan global. Pembuangan sampah dari industri ini yang akhirnya menjadi 

limbah, dimana limbah ini memiliki residu zat kimia dan sulit terurai yakni bersifat Persistent 

Organic Pollutants (POPs). Limbah tersebut mencemari air, tanah, dan udara. Hal ini menunjukan 

bahwa limbah industri fast fashion dalam praktinya terdapat pelanggaran terhadap instrumen 

hukum lingkungan internasional 
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2. Penerapan pengaturan hukum lingkungan internasional terhadap limbah pada industri fast fashion 

belum berjalan efektif dan masih menghadapi kesenjangan implementasi yang signifikan beberapa 

faktor yaitu, kesenjangan normatif (belum adanya hukum internasional yang mengatur secara 

spesifik terkait model bisnis fast fashion), adanya pelanggaran instrumen hukum lingkungan 

internasional, yang menyebabkan kesenjangan regulasi dan implementasi. 
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